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Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Kebijakan Satu Peta (KSP)
Nasional dalam jangka waktu implementasi pada tahun 2016 sampai 2020 serta melihat dampaknya
terhadap penguatan keamanan nasional Indonesia. Pemerintah merumuskan K SP atau One Map Policy
dikarenakan pemetaan dan pendataan informasi geospasial (IGT) yang sudah ada masih terjadi tumpang
tindih dan belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan khususnya
dalam rangka memperkuat keamanan nasional Indonesia. KSP yang diimplementasikan secara elektronik
pada tahun 2016 menjadi momentum bagi penguatan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara mendalam
dengan para pemangku kepentingan yang melaksanakan K SP. Ruang lingkup penyelidikan dibatasi pada
peta tematik wilayah pertahanan militer yang dibuat dengan perbandingan skala 1:1.000.000 untuk
menganalisis aspek militer dan petatematik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN)
2015 sampai 2019 dengan perbandingan skala 1: 250.000 untuk menganalisis aspek ekonomi pada
penguatan keamanan nasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemetaan dan pengumpulan data
informasi geospasial telah dilakukan sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia untuk keperluan
transportasi, eksplorasi sumber daya alam, kepentingan ekonomi dan militer. Keberhasilan implementasi

K SP ialah telah berhasil menyatukan 85 peta tematik dari berbagai kementerian/lembaga menjadi satu
standar, satu database, satu referensi ke dalam satu geoportal nasional. Pada peta tematik wilayah pertahanan
telah terimplementasi dan memperjelas batas darat dan laut nasional. Untuk hasil petatematik RPIMN 2015
sampai 2019 telah terimplementasi dan memberikan informasi proyek pembangunan yang dilakukan
pemerintah ke dalam satu peta elektronik geoportal nasional. KSP diperbaharui dengan Perpres No. 23
Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pel aksanaan K SP pada tingkat
ketelitian skala 1:50.000.

This study aims to analyze the implementation of the National One Map Policy (KSP) during 2016-2020
and itsimpact on strengthening Indonesia’s national security. The government formulated the KSP or One
Map Policy, because the existing mapping and data collection of geospatial information (IGT) was
overlapped and has not been optimum yet on its policy’ s formulation and implementation, especialy in the
context of strengthening Indonesia’s national security. KSP which was implemented electronically in 2016
became one of the momentums for strengthening Indonesia's national security. This study used qualitative
methods combined with library research and in-depth interviews with stakeholders who formulated and
implemented KSP. The scope of the investigation was limited to the thematic map of the military defense
areamade with aratio of 1. 1,000,000 to analyze the strengthening of military aspects and the thematic map
of the 2015 to 2019 National Medium Term Development Plan (RPIMN) with a scale of 1: 250,000 to
analyze economic aspects in strengthening national security. The results of this study found that mapping
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and data collection of geospatial information had been carried out before and after Indonesia's independence
for transportation, natural resource exploration, economic and military purposes. The implementation of

K SP achieved the goal by integrating 85 thematic maps from various ministries/agencies with same
standard, database, and reference into one national geoportal. On the defense area’ s thematic map, it
implemented and helped to clarify the national land and sea boundaries and for the thematic map of the 2015
- 2019 RPIMN, it implemented and provided information on development projects carried out by the
government into one National Geoportal electronic map. The amendment of KSP was amended with
Presidential Regulation Number 23 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 9 of
2016 focusing on the acceleration of KSP implementation at a scale of accuracy of 1:50,000.



